Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN

Nomor : 21/Pdt.P/2019/PN. Tjs
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan

sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : LAWAT

Tempat/Tanggal lahir : Bulungan, 4 April 1967

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Teluk Selimau RT.016 RW.006 Kelurahan

Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Selanjutnya disebut Sebagai..........ccoererereerierinieeieesese s PEMOHON;
PENGADILAN NEGERI Tersebut;
- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan
yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam
persidangan ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;
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TENTANG DUDUK PERKARAN YA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14
Februari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung
Selor pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Nomor Register : 21/Pdt.P/2019/PN.Tjs,
telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon bernama LAWAT lahir di Bulungan tanggal 04 Juli Tahun
1967telah melangsungkan perkawinan secara Kristen dengan Istri yang bernama
LAPANG LIAN dan telah dikarunia anak bernama S.SEPTEMBRI BL;

2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama
pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT-25082010-0007 25
Agustus Tahun 2010 atas nama S.SEPTEMBRI BL yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang
semula nama pemohon tersebut tercatatkan LAWAT APUI diperbaiki menjadi
LAWAT;

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon
memperbaiki nama pemohon menjadi LAWAT disesuaikan dengan dokumen
Kependudukan, Akta Kelahiran anak pemohon dan untuk kepentingan pemohon
dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam
akta kelahiran tersebut;

4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama tersebut haruslah ada penetapan dari
Pengadilan Negeri setempat;

5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dalam
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-25082010-0007 25 Agustus tahun 2010
atas nama S.SEPTEMBRI BL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon
tersebut tercatatkan LAWAT APUI diperbaiki menjadi LAWAT,;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan
tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan di daftar
sesuai denga ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan ongkos-ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain

Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah

disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25082010-0007 atas nama S.
SEPTEMBRI BL tertanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan

diberi tanda P-1 ;
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Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-18092013-0019 atas nama

LAWAT tertanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan
diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/17/B.2/BUL/1995 antara LAWAI
APUI dengan LAPANG LIAN tertanggal 17 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan
aslinya dan diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6404052407070028 atas nama kepala keluarga
LAWAT, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LAWAT, sesuai dengan aslinya
dandiberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy ljazah Sekolah Dasar (SD) 008 Kampung Long Lian tahun Nomor No. 26
OA ob 16122 atas nama LAWAT tanggal 15 Mei 1981, sesuai dengan aslinya dan

diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti — bukti surat tersebut diatas, pemohon telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing — masing memberikan keterangan dibawah

janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksil DJUMALI

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan suami darisaksi LITANJUK ;
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama LAWAT ;
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- Bahwa Pemohon menikah dengan LAPANG LIAN dan memiliki 3 (tiga) orang

anak ;

- Bahwa anak ke 3 (tiga) Pemohon bernama SEPTEMBRI ;

2. Saksill LITANJUK

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan istri dari saksi DJUMALI ;

- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama LAWAT dan istri Pemohon
bernama LAPANG LIAN ;

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak ke 3 (tiga) Pemohon
bernama SEPTEMBRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan

mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala
sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara

keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana
telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama Ayah anak Pemohon
dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25082010-0007 atas nama S.
SEPTEMBRI BL tertanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama nama

Ayah anak Pemohon adalah LAWAT APUI seharusnya yang benar adalah LAWAT ;
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Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah

mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi
serta keterangan Ayah Pemohon, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya
dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar
keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai

alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- ternyata anak Pemohon yang
bernama S. SEPTEMBRI BL sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 13
(tiga belas) tahun dan menurut keterangan saksi-saksi masih tinggal dan ditanggung oleh

pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “anak yang belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah
kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan
dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan “orang tua
mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar

Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama S. SEPTEMBRI
BL belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai orang tua adalah

orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan,
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kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan

%4
BT /.

untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana
diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh
dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-
register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-
25082010-0007 atas nama S. SEPTEMBRI BL tertanggal 25 Agustus 2010 yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan
termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan
Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama Ayah anak Pemohon
adalah LAWAT APUI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan,
diperoleh fakta jika nama Pemohon yang merupakan ayah dari S. SEPTEMBRI BL yang
benar adalah LAWAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5, diperoleh fakta jika
nama Pemohon yang merupakan ayah dari S. SEPTEMBRI BL yang benar adalah
LAWAT,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu ljazah Sekolah Dasar (SD) 008
Kampung Long Lian tahun Nomor No. 26 OA ob 16122 atas nama LAWAT tanggal 15

Mei 1981 yang lebih tua dari P-1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25082010-
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0007 atas nama S. SEPTEMBRI BL tertanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh
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Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan P-3 yaitu
Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/17/B.2/BUL/1995 antara LAWAI APUI dengan
LAPANG LIAN tertanggal 17 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan diperoleh fakta bahwa Nama
pemohon yang merupakan ayah dari S. SEPTEMBRI BL yang benar adalah LAWAT ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik
anak Pemohon dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, ternyata Pemohon tidak
meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru
sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-6, serta keterangan saksi-
saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama ayah anak
Pemohon yang benar adalah LAWAT maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi
kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25082010-0007
atas nama S. SEPTEMBRI BL tertanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama
Ayah anak Pemohon adalah LAWAT APUI seharusnya yang benar adalah LAWAT,
sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran
yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai
dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan

terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak
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akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan

Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah
mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil
dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung
suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal
terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran
Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk
dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan

yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara

ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama Ayah anak Pemohon pada Kutipan
Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25082010-0007 atas nama S. SEPTEMBRI BL
tertanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah anak Pemohon
adalah “AYAH LAWAT APUI DAN IBU LAPANG LIAN” seharusnya nama Ayah
anak Pemohon yang benar adalah “AYAH LAWAT DAN IBU LAPANG LIAN”;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan pada
register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan
terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25082010-0007 atas nama S.
SEPTEMBRI BL tertanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah

anak Pemohon adalah “AYAH LAWAT APUI DAN IBU LAPANG LIAN”

seharusnya nama Ayah anak Pemohon yang benar adalah “AYAH LAWAT DAN
IBU LAPANG LIAN”;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus

sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 22 FEBRUARI 2019, oleh
RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
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oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, Hakim,

(MASHUNI EFFENDI, SH.) (RISDIANTO, SH.)

Perincian biava :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK :Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- Redaksi :Rp. 5.000,00
- Materai :Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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